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5.1  Kesimpulan  

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan mengenai Perkawinan 

Tanpa Izin Dari Ninik  Mamak Perspektif Maslahah al-Mursalah di Nagari Koto 

Tuo Kecamatan Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar, dapat ditarik beberapa 

kesimpulan penting yang kemudian dirangkum sebagai berikut: 

5.1.1 Bentuk perkawinan tanpa izin dari niniak mamak di Nagari Koto Tuo 

Kecamatan Sungai Tarab berakar dari pengabaian terhadap asas adat 

bajanjang naiak batanggo turun. Perkawinan yang tidak mengikuti 

rangkaian adat di Nagari Koto Tuo terjadi ketika pasangan 

melangsungkan perkawinan tanpa melalui tahapan adat yang telah 

ditetapkan, yaitu tidak melaksanakan tradisi etongan elok baimbauan 

sebagai bentuk pemberitahuan dan permohonan persetujuan kepada 

dunsanak atau kaum, tidak meminta persetujuan niniak mamak 

sebagai pemimpin kaum, sehingga tidak sampai kepada Kerapatan 

Adat Nagari (KAN). Dalam konteks adat, tahapan tersebut merupakan 

tata cara yang harus dilalui sebelum perkawinan dilaksanakan, 

sehingga pengabaiannya merupakan bentuk pelanggaran terhadap 

ketentuan adat di Nagari Koto Tuo. Pelanggaran tersebut dipandang 

sebagai cacat adat yang dapat mengganggu keseimbangan dan tatanan 

sosial kekerabatan, sehingga berimplikasi pada sanksi sosial berupa 

pengucilan dari masyarakat, tidak dilibatkan dalam kegiatan adat, serta 

tidak diakui dalam struktur kekerabatan nagari. 

5.1.2 Mekanisme penyelesaian perkawinan tanpa izin dari niniak mamak di 

Nagari Koto Tuo dilaksanakan secara bertahap dengan 

mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Proses 

penyelesaian diawali pada tingkat keluarga dan kaum di bawah 

bimbingan niniak mamak. Apabila belum mencapai kesepakatan, 
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perkara diteruskan ke tingkat lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) 

sebagai forum permusyawaratan tertinggi di nagari. Penyelesaian 

didasarkan pada filosofi adat “salah ke manusia meminta maaf, salah ke 

Tuhan meminta taubat”, di mana sanksi adat tidak bersifat retributif 

(menghukum semata), melainkan berorientasi pada pemulihan 

hubungan sosial (islah). Bentuk pemulihan tersebut diwujudkan 

melalui permohonan maaf secara adat kepada niniak mamak dan 

masyarakat, menyelenggarakan jamuan makan adat (manta 

makan/perjamuan adat), serta membayar denda adat berupa emas 

sesuai kesepakatan musyawarah adat.  

5.1.3 Ditinjau dari perspektif Maslahah al-Mursalah, mekanisme 

penyelesaian perkawinan tanpa izin dari niniak mamak di Nagari 

Koto Tuo selaras dengan prinsip hukum Islam dan tujuan syariat 

(maqasid al-syari‘ah). Aturan izin menikah secara berjenjang dan 

penerapan sanksi pemulihan adat mendatangkan kemaslahatan 

(jalb al-manfa‘ah) serta mencegah kerusakan (dar’ al-mafsadah). 

Mekanisme tersebut mendukung pemeliharaan lima unsur pokok 

syariat, yaitu Hifz al-Din melalui penjagaan nilai moral-religius dan 

ketaatan pada kepemimpinan adat, Hifz al-Nafs dengan mencegah 

konflik dan tekanan antaranggota kaum, Hifz al-'Aql melalui 

pembinaan kesadaran hukum masyarakat, Hifz al-Nasl dengan 

menjaga kejelasan hubungan keluarga, legitimasi sosial, dan 

kehormatan nasab, serta Hifz al-Mal melalui kepastian tata kelola 

keperdataan dan harta pusaka kaum. Oleh karena itu, sanksi adat di 

Nagari Koto Tuo merupakan bentuk penerapan Maslahah al-

Mursalah dalam menjaga harmoni sosial dan ketertiban masyarakat.  

5.2  Saran 

5.2.1 Berdasarkan hasil penelitian mengenai ketentuan adat perkawinan 

dengan asas bajanjang naiak batanggo turun di Nagari Koto Tuo 

Kecamatan Sungai Tarab, ketentuan tersebut dapat dipertahankan 
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sebagai bagian dari tata cara perkawinan adat masyarakat Nagari Koto 

Tuo karena memiliki fungsi dalam menjaga keteraturan adat, hubungan 

kekerabatan, serta kedudukan niniak mamak dalam kehidupan 

masyarakat. Ketentuan adat dalam perkawinan tersebut juga dapat 

menjadi salah satu bentuk pelestarian adat dalam perkawinan, 

sepanjang pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan hukum 

negara dan prinsip-prinsip syariat Islam. 

5.2.2 Berdasarkan hasil penelitian, ketentuan adat perkawinan dan 

pencatatan perkawinan menurut hukum negara dapat ditempatkan 

sebagai dua ketentuan yang saling melengkapi dalam kehidupan 

masyarakat Nagari Koto Tuo. Ketentuan adat berkaitan dengan 

keteraturan dan pengakuan sosial dalam masyarakat, sedangkan 

pencatatan perkawinan berkaitan dengan kepastian dan perlindungan 

hukum bagi pasangan suami istri serta anak. Hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Nagari, KUA, KAN, 

niniak mamak, dan masyarakat dalam memahami hubungan antara 

ketentuan adat, hukum negara, dan syariat Islam dalam pelaksanaan 

perkawinan. Apabila proses adat telah selesai tetapi secara hukum 

belum tuntas, penulis menyarankan kepada niniak mamak, KAN, dan 

keluarga untuk melanjutkan proses isbat nikah ke Pengadilan Agama 

untuk mendapatkan legitimasi. 

5.2.3 Berdasarkan hasil penelitian mengenai perkawinan yang telah 

dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan adat, pencatatan 

perkawinan melalui KUA atau pengesahan perkawinan melalui 

Pengadilan Agama dapat menjadi bagian penting dalam memberikan 

kepastian hukum terhadap status perkawinan. Hal tersebut berkaitan 

dengan perlindungan terhadap hak dan kedudukan suami, istri, serta 

anak yang lahir dari perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan 

ketentuan adat dalam perkawinan tetap dapat berjalan beriringan 

dengan pemenuhan ketentuan hukum negara dan syariat Islam. 
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